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 Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional 

berkelanjutan diselidiki dalam penelitian ini. Melalui pendekatan 

kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menunjukkan 

bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki kontribusi penting dalam 

mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sila 

Ketuhanan mengarahkan pembangunan yang berlandaskan etika 

spiritual; sila Kemanusiaan memperkuat keadilan sosial; sila Persatuan 

menjamin integrasi nasional; sila Kerakyatan mendorong partisipasi 

publik; dan sila Keadilan Sosial menjadi dasar pemerataan hasil 

pembangunan. Bagaimana relevansi dari nilai-nilai Pancasila ini 

diaplikasikan ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan nasional 

dalam menghadapi dinamika global merupakan topik utama yang 

dibahas, terutama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menemukan 

keseimbangan antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelestarian 

lingkungan. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam 

kebijakan dan praktik pembangunan merupakan kunci untuk 

mencapai kemajuan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

 

ABSTRACT  

The application of Pancasila values in sustainable national 

development is investigated in this study. Through a qualitative 

approach with a desk study method, this research shows that each of 

the precepts in Pancasila has an important contribution in supporting 

the principles of sustainable development. The Precept of Belief directs 

development based on spiritual ethics; the Precept of Humanity 

strengthens social justice; the Precept of Unity ensures national 

integration; the Precept of Democracy encourages public participation; 

and the Precept of Social Justice is the basis for equitable distribution 

of development results. How the relevance of these Pancasila values 

are applied to national development policies and practices in the face 

of global dynamics is the main topic discussed, especially the 

development of the Capital City of the Archipelago. Finding a balance 

between social, cultural, economic, and environmental sustainability 

factors. In conclusion, the integration of Pancasila values in 

development policies and practices is key to achieving inclusive, 

equitable, and sustainable progress.  
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1. PENDAHULUAN  

Pancasila digunakan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki 

peran penting sebagai arah bangsa menuju kemajuan dan kemakmuran. Dengan perkembangan 

global yang semakin maju, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan 

Pembangunan nasional yang berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek social, 

aspek budaya, dan aspek-aspek lainnya. 

Pancasila sebagai Pembangunan nasional berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, 

keberlanjutan, dan keadilan. Hal ini menunjukkan demokrasi Pancasila mempertimbangkan peran 

Masyarakat dalam pengambilan keputusan, tidak semerta-merta berdasarkan suara mayoritas. 

Demokrasi yang berfungsi baik akan mendorong kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan dan 

keadilan, karena jika tidak demokrasi hanya akan sebagai instrument formal tanpa subtansi. 

Bentuk pembangunan nasional dapat berupa pembangunan nasional yang bersifat fisik dan 

pembangunan bersifat moral yang searah dengan ketetapan dan Pancasila. Pembangunan meliputi 

fisik maupun moral, pembangunan secara fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan 

jalan layang. Pembangunan ini bertujuan untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang 

pasti merasakan manfaat dari pembangunan ini. 

Pembangunan nasional bersifat moral adalah pembangunan yang berlandaskan pandangan 

Pancasila. Pandangan Pancasila meliputi nilai atau norma yang dijadikan tolak ukur dalam 

melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bersifat moral bangsa dapat berupa, 

pembentukan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sedini mungkin.  

Tujuan dari nilai-nilai ini adalah kita bersama-sama untuk mewujudkan tujuan cita-cita   

dalam mencapai tujuan nasional Indonesia melalui pembangunan nasional. Perlunya penerapan 

nilai dari Pancasila ini digunakan kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mencapai masyarakat 

yang adil dan makmur. Serta relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan pembangunan 

nasional berkelanjutan ini dapat terbukti ditunjukkan dengan melihat bahwa prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai yang kita terapkan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan juga 

diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pancasila 

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki posisi 

penting dalam sistem ketatanegaraan maupun kehidupan masyarakat. Ia bukan 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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sekadar dokumen yang memiliki acuan norma, tetapi juga merupakan gabungan nilai-

nilai luhur yang telah hidup dalam budaya bangsa Indonesia jauh sebelum negara ini 

merdeka. Pancasila lahir dari berbagai nilai baik budaya, adat, dan agama dimana 

secara alami telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Perumusan 

dilakukan oleh para pendiri bangsa melalui proses diskusi mendalam dengan 

memperhatikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sidang BPUPKI pada tahun 

1945. Ir. Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila adalah hasil dari "penggalian jiwa 

bangsa", bukan adopsi dari ideologi asing semata. 

 Hariyono (2014) menyebutkan bahwa Pancasila dirumuskan dalam suasana penuh 

konflik dan ketegangan, namun dilandasi oleh semangat kebangsaan dan keinginan 

kuat untuk merumuskan dasar negara yang menyatukan. Dalam prosesnya, Pancasila 

berhasil merangkul kepentingan berbagai kelompok, etnis, dan agama, dan 

membentuk kebangsaan yang kuat.  

Kaelan (2005) menekankan bahwa ideologi pada dasarnya adalah kumpulan ide 

atau gagasan dasar yang menjadi pedoman hidup bersama, dan memiliki ciri 

sistematis, menyeluruh, serta dapat dioperasionalkan. Dalam konteks ini, Pancasila 

bukan hanya sistem nilai yang hidup di masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai 

ideologi terbuka yang dapat berubah seiring waktu. Sebagai ideologi negara, Pancasila 

memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia menjadi penengah di 

tengah keberagaman dan mencegah tumbuhnya paham-paham ekstrem yang dapat 

mengancam integrasi nasional. Pancasila bersifat inklusif, menghargai perbedaan 

tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. 

2.2 Pembangunan Berkelanjutan 

Di era milenium ini, pembangunan berkelanjutan tidak lagi dipandang sebagai isu 

global yang melibatkan semua negara, baik negara maju maupun berkembang, 

melainkan telah menjadi isu yang terjadi secara global yang membuat seluruh negara 

terlibat, baik negara yang telah maju maupun yang sedang berkembang. Semua pihak 

memiliki tanggung jawab bersama dan perlu bekerja sama guna mencapai tujuan 

tersebut. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan berkelanjutan secara umum sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan pada sektor pendidikan. Untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kokoh, dan sektor 

pendidikan memainkan peran yang paling penting dan strategis dalam proses ini. 

Pendidikan dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan dan berjalan beriringan: 

pembangunan berkelanjutan harus terintegrasi ke dalam sistem pendidikan yang baik, 

dan sebaliknya, pendidikan harus mampu menyediakan ruang sosial untuk 

menanamkan nilai, sikap, serta praktik yang mendukung kelestarian kehidupan dan 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang bersifat lintas 

disiplin ilmu, lintas sektor, serta melibatkan partisipasi aktif, khususnya dalam 

pengelolaan sistem pendidikan. 

2.3 Nilai-Nilai Kebangsaan 

Nilai adalah sesuatu yang kita hargai, yang memiliki karakteristik khusus, dan 

bermanfaat bagi orang lain. Nilai instrumental harus senantiasa mengacu pada nilai-

nilai dasar yang menjadi pondasinya. Meskipun bentuk konkret dari nilai-nilai tersebut 



Jurnal Pendidikan West Science                                     

Vol. 03, No. 02, Mei 2025, pp. 240-246 

 

243 

dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis, tujuan utamanya tetap untuk 

merealisasikan semangat yang sama. Dalam proses tersebut, nilai-nilai baru yang 

muncul tidak boleh bertentangan atau berbanding terbalik dengan nilai-nilai dasar 

yang telah ada. Menurut Isnindiyah (2014), nilai-nilai kebangsaan berkaitan erat 

dengan identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan umum terkait 

pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh aspek pendidikan yang kuat. 

Untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sinilah peran pendidikan menjadi sangat 

penting. Pendidikan dan pembangunan berkelanjutan saling mendukung dan berjalan 

seiringan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari proses pendidikan, 

sementara pendidikan memberikan ruang sosial untuk menanamkan sikap dan 

perilaku yang mendukung keberlanjutan hidup masyarakat. 

2.4 Keadilan Sosial 

Keadilan sosial itu suatu hal yang kompleks di masyarakat umum ini. Seseorang 

tidak bisa dikatakan adil hanya dengan sifatnya saja, tetapi juga harus 

memperhitungkan bagaimana struktur proses yang melingkupinya. Untuk 

mewujudkan keputusan yang adil tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tetapi harus 

melihat pada berbagai sisi atau sudut pandang yang lain. 

Keadilan sosial juga mempunyai konsep untuk menciptakan kesetaraan dan 

keseimbangan dalam hak, kewajiban, dan perbedaan yang ada. Di negara Indonesia 

ini, ada beberapa suku bangsa dan agama, kita sebagai rakyat juga harus saling 

mengenal dan bergotong royong satu sama lain. Bukannya mengolok-ngolok dan 

merendahkan seseorang yang berbeda dengan kita. Jika ke bhinneka tunggal ika bisa 

terwujud, maka keadilan sosial di Indonesia akan terlaksana juga. 

2.5 Etika Pembangunan 

Etika disini berdiri sebagai konsep yang kebenaran dan juga kebaikan dari tindak 

sosial. Sebuah pembangunan yang fokusnya hanya untuk membangun dan 

menyepelekan prinsip moral hingga mengeksploitasi lingkungan yang disekitarnya, 

tidak bisa disebut dengan etika pembangunan. 

Etika pembangunan harusnya memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka 

melakukan pembangunan seenaknya saja dan tidak memedulikan pemukiman yang 

ada di sekitarnya. Maka dari itu proses pembangunan harus berlangsung secara adil 

dan tidak ada yang dirugikan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan kualitatif, yaitu dengan 

pengumpulan data melalui penelusuran bahan pustaka, termasuk buku-buku, jurnal, dan 

penelitian-penelitian terdahulu. Untuk membangun konsep dan proporsi, penelitian deskriptif ini 

sering menggunakan analisis deduktif, melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh dan detail 

terhadap sumber dan bahan secara kritis dan mendalam untuk mendukung gagasan dan 

proporsinya. Metode pengumpulan data ini berfokus pada pemahaman dan penelaahan terhadap 

sumber yang relevan sesuai topik penelitian. Tujuan dari pendekatan pengumpulan data ini adalah 

untuk memahami dan memeriksa sumber-sumber berkaitan dengan masalah penelitian berfokus 
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pada penekanan pada pemahaman dan analisis menyeluruh terhadap penerapan nilai-nilai 

Pancasila dalam konteks contoh nyata seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan rencana 

pembangunan nasional lainnya. Triangulasi sumber data, yang membandingkan berbagai sudut 

pandang dan sumber informasi untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan tidak 

memihak dari subjek yang diteliti, menjaga validitas temuan penelitian.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Interpretasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan 

Nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan karena 

Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan filosofis dan operasional dalam setiap kebijakan 

pembangunan nasional. Diperlukannya Undang-undang yang mengatur sebagaimana arah 

pembangunan ini akan memberikan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat yang 

layak. Pembangunan berklelanjutan menurut Komisi Bruntland (1987) “Pembangunan memenuhi 

kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri." Konsep ini mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.  

Pembangunan untuk kesejahteraan tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi tetapi diperlukan 

juga reformulasi indikator pembangunan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti indeks 

kebahagiaan, indeks demokrasi. Dalam proses pembangunan ada aspek yang harus diperhatikan 

seperti pembangunan spiritual berguna sebagai pembangun jiwa antara kaitan dengan integritas 

manusia sebagai dasar wujud kemana arah pembangunan nasional itu tercapai. Namun seringkali 

dalam proses pembangunan tersebut ada dampak dari proses pembangunan baik dari aspek sosial, 

lingkungan, ekonomi.  

Sebagai korelasi dalam pembangunan tentunya akan menghasilkan keuntungan atau dalam 

bentuk kerugian yang didapatkan. Kita dapat berargumen bahwa keuntungannya dapat dilihat dari 

proses pembangunan yang mendorong kesejahteraan sejalan dengan konstitusi dan prinsip 

Pancasila. Seperti, pada pembangunan IKN maka harus diperhatikan manfaat dari pembangunan 

tersebut apakah sudah sesuai keadilan dan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat ataupun 

sebaliknya merugikan terhadap masyarakat. Seperti, hal di atas perlunya kesadaran untuk melihat 

dari segi positif maupun negatif. Dari segi positif pembangunan IKN diklaim akan mendorong 

pertumbuhan perekonomian diluar daerah jawal. Dari segi negatif prespiktif dari segi sosial menuai 

kontra karena alokasi anggaran yang sangat besar yang seharusnya bisa dialokasikan kepada daerah 

yang membutuhkan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan.   

4.2 Dampak Pembangunan IKN terhadap Implementasi Nilai- Nilai Pancasila 

1. Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Publik 

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur 

mempunyai dampak positif dan negatifnya, dampak negatif dari adanya pemindahan IKN ini 

adalah terjadinya ketidaksetujuan, ketidakpastian dan dampak buruk kepada masyarakat lokal. 

Pemberdayaan warga sekitar menjadi salah satu pendekatan yang ada sebagai solusi untuk 

mengurangi dampak negatif pemindahan IKN terhadap demokrasi dan masyarakat sipil. 

Pemberdayaan bisa menjadi salah satu strategi yang memungkinkan masyarakat sekitar 

mempunyai kontrol dan kontribusi aktif dalam proses pembangunan dan perubahan yang terjadi. 

Perlindungan hak- hak masyarakat lokal juga patut diperhatikan karena itu akan menjadi kunci dari 
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upaya pemberdayaan. Hak untuk masyarakat berpendapat, mendapat informasi yang akurat, serta 

terlibat dalam proses pembangunan menjadi hak-hak yang pelu dijamin. Menerapkan perlindungan 

hak-hak ini akan memastikan bahwa masayarakat lokal memiliki posisi yang lebih kuat dalam 

menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Kelemahan partisipasi publik dalam 

pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada keabsahan proyek di mata masyarakat, tetapi juga 

dapat menurunkan kualitas hasil pembangunan itu sendiri. 

2. Dampak terhadap Keadilan Sosial Ekonomi 

Dalam kajiannya, Bappenas menyebutkan bahwa pemindahan IKN diperkirakan akan 

memberi dampak bagus terhadap perkembangan ekonomi nasional, dengan peningkatan Produk 

Domestik Regional Bruto sekitar 0,1%. Pertumbuhan ini diyakini berasal dari optimalisasi potensi 

sumber daya yang ada, seperti perluasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif 

serta pembuatan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang membutuhkan yang sebelumnya belum 

dimanfaatkan secara maksimal. Secara lebih rinci, Bappenas memperkirakan bahwa pemindahan 

IKN juga akan berdampak pada peningkatan gaji bagi tenaga kerja di wilayah sekitarnya, yang 

terealisasikan dari perkembangan harga tenaga kerja sebesar 1,37%. Namun, proses pemindahan 

IKN juga diperkirakan akan menyebabkan sedikit peningkatan inflasi secara nasional. Menurut 

Bambang Brodjonegoro, inflasi diprediksi naik sebesar 0,2% selama masa transisi ini. Kenaikan 

inflasi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, yang kemudian 

memicu kenaikan harga barang-barang pokok dan tingginya konsumsi. 

3. Dampak terhadap Keberlanjutan Lingkungan 

Pembangunan IKN mempunyai konsep Forest City dan Smart City yang idealnya 

mencakup nilai-nilai pancasila di dalamnya, khusus nya dalam masalah keseimbangan ekonomi, 

keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. 

Namun, untuk menerapkan konsep tersebut sangatlah sulit, akibat Kalimantan awalnya 

banyak hutan hutan sebagai lahannya. Banyak penelitian yang menunjukan bahwa pembangunan 

tersebut akan merusak lingkungan, punahnya beberapa hewan, dan dampak ekosistem yang berada 

pada wilayah tersebut. Ketika dilihat dari perspektif pancasila, keberlanjutan lingkungan tidak 

hanya terkait pada 1 hal saja, tetapi juga bagaimana manusia memberlakukan alam. Pembangunan 

IKN harusnya lebih di evaluasi lagi agar tidak terwujud konsep Forest City saja, tetapi juga harus 

melihat apakah pembangunan itu akan merusak lingkungan disekitarnya atau justru membantu 

melestarikan lingkungan di sekitarnya. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

Basuki Hadimuljono, pemerataan pembangunan nasional. Berpindahnya ibu kota berpotensi 

menjadi salah satu instrument pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang saat ini sedang 

diterapkan oleh pemerintah. Adanya perpindahan Ibu Kota Negara bisa saja mengurangi kepadatan 

yang sering terjadi di Jakarta. Baik itu kepadatan penduduk maupun kesibukan aktivitas 

pembangunan yang terjadi. Hal seperti itu dapat memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat 

yang bertahan di daerah Jakarta yang dimana kepadatan penduduk perkotaan yang dirasakan dapat 

berkurang, serta kepadatan dalam aktivitas pembangunan pun juga berkurang serta kepadatan 

dalam persaingan pekerjaan berkurang. Kepadatan kendaraan adalah salah satu penyebab 

kemacetan di Jakarta dan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat bertambah setiap tahunnya 

sedangkan pembangunan jalan baru sangat lama pengerjaannnya. Hal ini mengakibatkan 

kemacetan lalu lintas karena jalan yang dilewati mengalami pembangunan dan perbaikan 
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sedangkan kendaraan bertambah banyak. Dengan dilakukannya IKN dan diiringi dengan migrasi 

masyarakat, keadaan ini akan meminimalisir tingkat kepadatan penduduk dan juga tingkat 

kepadatan kendaraan serta tingkat polusi di Jakarta akan berkurang. 

 

5. KESIMPULAN  

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting 

dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nilai-nilainya tidak hanya menjadi 

pijakan moral, tetapi juga arah strategis pembangunan yang mempertimbangkan nilai luhur 

Pancasila. pembangunan yang berlandaskan Pancasila harus mencerminkan demokrasi partisipatif 

dan keadilan sosial. Proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi contoh 

nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji dalam praktik, baik dari segi kualitas demokrasi, 

partisipasi publik, maupun dampak terhadap keadilan sosial-ekonomi. Di sinilah pentingnya etika 

pembangunan agar setiap proses pembangunan tidak sekadar memenuhi target fisik, tetapi juga 

menjunjung tinggi keberlanjutan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila 

sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, Indonesia dapat mewujudkan 

cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban, selaras dengan semangat konstitusi dan 

nilai-nilai luhur kebangsaan. 
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